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Pelaksanaan deseniralisasi sejuk diberlskukannyn UL Mo22 tabun 1999 fentong Pemerintab
Dacrah vang direvist menjads UU Mo, 32 tahon 2004 memberikon kewenongan yang semakin luas kepado
daerah uniuk memberdavokon diri erutuma berkaidan dengon pengeloloon sumber pererimaon, Felokseman
otonemi doerah selama ini tergolong masih lemal dilibag dorr indikator PAD yang dimaliks deerab,
sementarn tingkat ketergantungan perintob daerab wrhadep pemertntoh pusal oaezib ogel. Kooampuan
daerah dalam mengelola PAD dengan efekifl dan ehzien menjadi onluton yang baros disogudbeon delaom
rangka pelaksanaan otonemni deerah. PAD yang efekif dapol divkue deri perbandingan penerimaon PALY
tafiion fertente dengan targel PAD pada tahen tersebut, pengelolnan PAD yang efisien  divkar dan bisya
pemungetan PATY dengan penerimazn PAD dan derajat elonomi fiskal antara pemenntah pusal dan daerab
dengan ratin PATY terhadap Total Penerimaan Dacrah {TPIY). Tingkat clisiensi pengelolaan keuangan dacrah
Fota Padang termasuk kategori sangat efisien yaitu sebesar 4,34%. Efektifitas pengelolaan kevangan dacrah
Kota Padang sudah cukop baik yaitu mencapai 92,75% dan derajat otonomi fiskal Kota Padang masih
tergolong rendah vaitu 14.53%.
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BART

PENDANHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

[ dalam sustu negara dengan wilavah vang luss membutuhkan sueatu
sistemn pemerintaban yang haik (good governance), Waorld Bank dalam
Mardiasmo (2004 : 18} mendefemisikan good governance sebagal  suatu
penyelengearasn manajemen  pembangunan yapg  sejalan dengan  prinsip
demokrmasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencepahan kompsi baik
secarn politik dan administratit. Pemerintaban yang baik ditandai dengan tiga
elemen yaltu transparansi. partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun
atas  dasar  kebebasan  mempereleh  informasi. Partisipast maksudnya
mengikutsertakan Kelerhbatan masyarakal dalam pembuatan keputusan  baik
secara langsung maupun tidak langsung melalei lembaga perwakilan vang dapat
menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban
kepada publik atas setiap aktivitas vang dilakukan.

Sistern ini sangal diperlukan setidaknya oleh dua hal: satu sebagai alat
untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah, kedua sebagai
alat bagi masyarakat setempat untuk berperan akuf dalam menentukan arh dan
cara mengembangkan  taraf  hidupnya sendifi selaras demgan  peluang  dan

tantangan yang dibadap dalam kondor - kondor kepentingan nasional.




Dalam rangka menvelenpgarakan pemerintahan, pelavanan masvarakat
dan pembangunan, maka pemerintahan pada hakekatnya menpemban 3 (tga)
funpsi utama yaitu:

1. fungsi alokast, meliput sumber - sumber ckonomi dalam bentuk barang

tan jusa pelayanan masyarakat;

o}

fungsi distribusi pembangunan;

fungsi stabilisasi vang meliputi. pertahanan keamanan dan  ekonomi

L]
f

momeier,

Untuk mewujudkan pood governance diperfukan perubahan paradigma
pemerintaban  vang mendasar dari sistem lama  vang  sentralistis, dimana
pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru
terschut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangl ketergantungan dan
bahkan mengtolangkan Keterpantungan pemeniniah dacrah kepada pemerintah
pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik sccara
regional, nasionzal, maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut
maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas - luasoya yang
hertujuan untuk memungkinkan deerah mengurus dan mengater rumah tangganya
sendirl agar berdaya guna dan berhasil dalam penyelengpaman pemerintahan dan
pembangunan serta dalam rangka pelavanan kepada masyarakal, Tujuan tersebut
diwnjudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional vang berkeadilan serta adapya perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah,




BAB ¥1
KESIMPULAN DAN SARAN
1,1 Kesimpulan

Dari hasil pembabasan yvang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan

sebapal berikut:

[. Rasio Ehsiensi pemunpoten Pendapatan Asli Dacerzh Kota Pedang sclama
lima tahun anggaran vaitu dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun
anggaran 2008 rata-raa sebesar 4.34% dan setiap whun anggaran
mengalami fluktuasi, Rasio vang berfluktuasi ind menunjukkan balwa
pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan tehun ke 18hun
belum cukup efisien, Walaupun demikian biaya yang dikeluarkan untuk
memungut Pendapatan Asli Daerah semakin proposional dengan realisast
Pendapatan Asli Daerah yvang didapatkan. Rasio 4,34% termasuk pada
katepor sangat efisicn, Dengan demikian kinerja Pemerintah Dagrah Kota
Padang dalam mengelola kewangan daerahnya semakin bak, Walaupun
setiap tahunnya biaya pemungutan mengalami  peningkatan, telepi
peningkatan tersebut Lidek mempengaruhi secars signifikan terhadap
tingkat efisiensi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah vang diterima
dari tahun 2004 - 2008 terus mengalami peninghatan,

2. Rasio efcktivitas pendapatan dacrah Kota Padang sclama lima tahun
angparan (tahun anggaran 2004 sampai dengan tohon 2008) rata-rata
sebespr  92,75%  setiap  tahunnya, Dengan  demikian  pemungutan
Pendapatan Ash Daerah cenderung sangat efektil], karena kontribusi yang

diberikan terhadap target yang ingin dicapai berkisar antara 76 - 100%,
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